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Ease of Doing Business Indonesia



 

Data PSHK 
menunjukkan bahwa 
dari 2014 hingga 
November 2019 telah 
terbit 10.180 regulasi, 
berupa 131 Undang-
Undang (UU), 526 
Peraturan Pemerintah 
(PP), 839 Peraturan 
Presiden (perpres) dan 
8.684 Peraturan 
Menteri (permen)

https://koran.tempo.co/read/448362/bahaya-omnibus-law-terhadap-demokrasi


Perencanaan Regulasi dan Implementasinya



Hal Apa Saja Yang Ternyata Ada dalam RUU Omnibus Cipta 
Kerja?

- BUMN bisa menyelenggarakan riset dan penelitian untuk mendukung inovasi - pasal 119 Omnibus 
 revisi pasal 66 UU 19/2003 Tentang BUMN 

- Pasal 9 UU 10/2013 tentang Pendidikan Kedokteran tentang kuota nasional dihapus dalam Omnibus - 
Pasal 71 Omnibus 

- Kewenangan Pemprov dan Pemkab untuk penyelesaian sengketa air lintas provinsi/kabupaten/kota  
dalam pasal  13,15 dan 20 UU Sumber Daya Air 17/2019 dihapus oleh Pasal 55 Omnibus.



Apakah RUU Omnibus Cipta Kerja menjadi jawaban? 
Apa Tawaran Solusi PSHK?

Peraturan pelaksana RUU Omnibus Cipta 
Kerja memiliki 493 Peraturan Pemerintah, 19 
Peraturan Presiden, dan 4 Peraturan Daerah 

Fokus pada persoalan yang hulu yaitu tidak 
adanya sinkroninasi agenda pembangunan 
dengan perencanaan, monitoring serta 
evaluasi peraturan perundang-undangan.



"Well, in our country,’ said Alice, still panting a little,
‘you’d generally get to somewhere else —
 if you ran very fast for a long time, as we’ve been doing.”

“A slow sort of country!’ said the Queen. ‘
Now, here, you see, it takes all the running you can do,
to keep in the same place.”
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